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Tentang

PENERAPAhI PRINSIP SYARIAH
DALAM PELTNDUNGAF{ ASET rF[1rESTOR PASAR MODAL

b?\,r9r $\ *
Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) setelah,

Menimbang a. bahwa peratttran perundang-undangan mewajibkan adanya

perlindungan aset investor pasar modal;

b. bahwa di kalangan masyarakat muncul pertanyaan mengenai

kesesuaian syariah atas penyeleng garaan dan pengeloliuul Dana

Perlindungan Pemodal yang dilakukan oleh Penyelenggaru Dana

Perlindungan Pemodal;

c. bahwa ketentuan pengelolaan Dana Perlindungan Pemodal (DPP)

belum ada ketentuan (dhawabith) dan batasan (hudud) berdasarkan

prinsip syariah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebag wmana pada huruf 4 b, darr

huruf c, DSN-MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang

penerapan prinsip syariah dalam pelindungan aset investor pasar

modal.

Mengingat 1. Firman Allah S$/T:

a. Q,S.Yusuf (12):72:

.W: ruiS,# W r?L+ ;*,4$t 4* WtSir
" (Penyeru-penyeru) rtu berseru: 'Kami kehilangan piala Raja;
dan barang siapa yang dapat mengembalikanrrya, almn
memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dsn aku
menj amin terltadapnyq'. "

b. Q.S. an-Nisa' {4):29:

l,-'r:Lut'af; ;ri *L;bgLj F<:4 #t;;i UKl'! 6;I tl$ UfiU

#*t
' "Hai orang yang beriman! Janganlah ksmu saling memakan harta

sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuoli dengan jalan
perniagaan yang berlslcu dengan rela sama rela di antara l(ilmu. "
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Penerapan Prinsip Syariah dalam Pelindungan Aset Investor Pasar Modal 2

c. Q.S. an-Nisa' (4): 59:

,.q;{r ,biS'&*A 6tgrfu"iir rrUbi 6ki A+r uii U

* Hai orong yang beriman! Taatilah Allah dan tatatilah Rasul
(Muhammad) don ulil smri di antara kslian. "

d. Q.S. al-Ma'idah (5): l:

. }3;li! r*;itfiTagullr_
" Hai orang yong beriman! Penuhilah janji-jonji! ... "

e. Q.S. al-Ma'idah (5):2:
'b;,u r*rS,;\3lJgcryt &liSus*S eS:ilb it *'r3;11;u;S

."141 ',4#'rjill

"... Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan)
kebajilrnn dan tala,va, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat
dosa dan pelanggoran. Dan bertaloatalah kamu kepada Allah,
sesungguhnya Allah amat berat silcsa-Nya. "

2. Hadis Nabi s.a.w.:

a. Hadis Nabi riwayat al-Bukhari dari Salamah bin al-Akwa':

{,rr,Jo,.JLlii, ,W{.Wfiq-Ci'#S{tS*:e at *U Cr Li

;y #Jo,.JLi3 ,6;1 $qi'";t ,4ilL jt 3.{ 
't3,.lG 

s#, crl

r; 4{3 '",}z:ast:s ;] 'r{S ,pi;*-V j, W:dG .f*, rtjJtS 5#,

*:{,,jt;,gt Jfi:
'T{abi s.a.w. didatangkan jenazah untuk dishalatkan. Lalu beliau
bertanya, 'Apakah io mempunyai utang?' Merelra menjawob,
'Tidak.' Lalu beliau menshalatkannya. Kemudian didatangkan lagi

jenazoh loin. Beliau bertanya, 'Apakah ia mempunyai utang?'
Merelra menjawab, 'Yo.' Beliau berknta, 'Shalatkanloh temanmu
itu!' Abu Qatadah berlmta, 'Saya menjamin utangnyo, wohai
Rasulullah. ' Lalu beliau menshalatkannya. "

b. Hadis Nabi riwayat Abu Daud, Tirmin dan Ibn Hibban dari Abu
Umamah al-Bahili, Anas bin Malik, dan Abdullah bin Abbas:

'7:c"&,-iSr
oZa'im (penjamtn) adalah gharim (orang yong menanggung
utang). "

c. Hadis Nabi riwayat al-Tirmidn dari 'Amr bin 'Auf al-Muzani:

ti;tuiirStsb, Ui ;i,itt ?? a:p:it a+.ft oii 3t+ Lii;t
.tiu; -lri it *t't'r? vj-/" *t f.,p. # *

"Shulh (penyelesaian sengketa melalui musyowqrah untuk
mufakat) dapat dilalruknn di antara kaum muslimin, kecuali shulh
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P enerapan Prins ip Syariah dqlam Pelindungan Aset lrwestor Pasar Madal 3

yang mengltaramkan yang halal qtau menghalalkan yong hararn;
dan lmum muslimin terikot dengan syarat-syarat yang mereka
sepakati kecuali syarat yang mengharamkon yang hslal atau
menghalalkan yang hqram. "

d. Hadis Nabi riwayat lbnu Majah dari 'Ubadah bin al-Shamit,

riwayat Ahmad dari Ibnu'Abbas, dan riwayat Malik dari Yahya:

3Y*8j*i
"Tidak boleh membahayakan/merugiknn orang lain dan tidak
boleh (pula) membalas bahaya (kerugian ysng ditiffibulknn oleh
orang lain) dengan bahaya (perbuatan yang merugikannya). "

e. Hadis Nabi riwayat al-Bukhari, Muslim, Nasa'i, dan lbnu Majah

dari Ibnu Umar:

[g a;ru4';il.ii {l',f3 *ri k# LtiJ t3'€J'Jtot*lt r}t,-,b
.iatL*S tq>ba*r-3j

"Wajib atas searong muslim untuk mendengarkan dan patuh
(lrepada ulil amri), (baik) dalam hal yang ia sukai dan yang ia tidok
suksi, kecuali ia disuruh untuk berbuat kemaksiatan. Jike ia
disuruh untuk berbuat kemalcsiatan, makn tidak boleh mendengar
dan tidak boleh patuh samo sekali. "

f. Hadis Nabi riwayat Muslim dari Abu Hurairah:

rv-if ;Y'uFi;iirr e'':gfur i3 b\F qY;*{FU
'r* *s br:i13 $fur e# ar '# # ,jL '#- 63 wl
o.*d riii iK ti "S;.ir b.* C$tbt+rt3tirfur ,j eiil '4-1":-il:,i

...1?i

"Siapa saja yang melepaskan seorang mulanin dari kesulitannya
di dunia, mako Allah akon melepaskon kesulitannya di hari kiamat.
Siapa saja yang memudahkan orang yang kesulitan, makfr Allah
akan memudahkannya di dunia dan akhirat. Siapa saja yang
menutup aib orang muslim, maka Ailah akan menutup aibnya di
dunia dan akhirat. Allah senantiasa menolong hambaNya selama
is senantiasa menolong saudaranya. . . . "

g. Hadis Nabi nwayat al-Bukhart dari Abu Hurairah:

.?t;*??wiS*l,t*
" Orang yang terbaik di qntara kolian adalah orang yang paling
baik di antara kalian dalam pembayaran utangnya. "

3. Kaidah Fikih:

lipf ,rbgi"J:ribi{t Lqyr e>i,aCt O-'J:p*1 .l

"Pada dasarnya, semua bentuk muamalah adalah boleh kecuali
ada dalil yang menunjukkan keharamannya. "
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Penerapan Prinsip Syariah dalam Pelindungan Aset lrwestor Pasar Modal 4

.+;:;iULg;1;,l#1 & ebit;-afr; 
-, .,4

"Tindaknn imam [pemegang otoritasJ terhadap rolryat harus
mengacu kepada kemaslahatsn. "

.d.dt * jb ?ru ;nriil'. 3i .e
" Mencegah mafsadah (rerusaknn) harus didahulukan dari meraih
lremaslahatan, "

trs'i+'at3jr * *-- ; tB .r
" Setiap utang piutang yong menarik/mensyaratlmn manfaat
(untuk yang berpiutang, muqridt/ adalah riba."

.Ufj'd,izJt .o

" Bahaya/kerugian harus dihilangkan. "

" B ahayokerugian harus dihindar*r r r :ff);#,: 
4 iHl' -l

.a$:t &t'r6i';il .i
" Mencegah lebih mudah daripada menghilangkon. "

4. Mabda' al-\fra' DSN-MUI antara lain:

t;*c*1.s';s;J bL*r6 dwrl *.3\'"Eir
" (Dasar penetapan fatwa) sdalah mengambil pendapot yang lebih
rajih dan lebih maslahat jika memungkinkan. Jil{n tidak, maka
mengambil pendapat yang lebih maslahat (saja). "

l. Pendapat Ibnu Qoyyim dalam kitab I'lam ol-Mm,yaqqi'in,jilid I, hal.

260:

t;;1,'4:L 6; ji Ufii'AfLiiu il 'aZ,:;t s,lfutS;riair A'**t (riS

U7:Fst-li Jj.,all

" Pada asosnya akad dan syarat (klausul) itu sah dibuat, kecuali yang
dinyatakan batal atau dilarang oleh Pembuat Syara', dan ini adalah
pendapat yang sahih. "

2. Pendapat Imam al-Dimyathi dalam kitab I'anah al-Thalibin, jrlidlIl,
l:,al.77-78:

s\'rtq r.ii .rfi:JG ek qis W {*y o;:s ,',,Ti-u q y)

*Ft w o qw ?:'1i k3 *E i$- 
"i\ 

\3u";; u {alicv
r.u .rj't ,3G 3g:,.!hL <5-1 .UE qV bt*'^3iS lfi-,;i' 9r^ rsi
U*4 .o+iri ,,bqv ag v4u 3iutitlu,l,J,?lru;-uduis-.lxt^

.Lrabst-o+i\i tii U\:z y[ Etii ovjarfu frb,jr r,i 6

Memperhatikan
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Penerapan Prinsip Syarioh dalam Peltndungon Aset Investor Pasar Modal 5

" (Tidak sah akad penjaminan [dhaman] terhadap sesuatu

[tagihanlpiutangJ yang akan terjadi fmunculJ, seperti piutang dsri
akad qardh) yang akan terjadi.... Misalnya ia berkata, 'Utangknn

orang ini sebarryak seratus dan alw menjominnya', mokfr
penjaminan tersebut tidak sah, karena piutang itu belum ada
(muncul).

Sementara itu, dolam pasal tentang qardh, pensyarah telsh
menuturksn masalah int sebelumnya dan menyataknn bqhwq ia (yang
mengatakan itu) sah menjadi penjamtn.

Redalrsi dalam pasal tersebut di sana sdalah sebagai berikut:
Seandairrya seseorang berknta, 'Utangkan orang ini sebanyak
seratus... dan aku menjaminnyo.' Kemudian orong yang
diperintahlran mengutanglcan kepada orang dimalrsud sebanyak
seratus atau sebagiannya, makfr orong (yang memerintahkan)
tersebut adalah penjamin menurut pendapat yang paling latat
(awjah).

Dengan demikian, perrryataan pensyarah di sini (dalam pasal tentang
dhamanl yang merryataknn penjaminan (atas suatu) piutang yqng
alran muncul fterjadd) tersebut tidak sah adalah menafikan
pernyataannya (sendiri dalam pasal tentang qardh di atos) yong
menegaskan bahwa yang paling kuat (awjah) adalah (sah sebagai)
dhaman."

3. Al-Khatib al-Syirbini dalam kitab Mughni al-Muhtaj, jilid III, hal.
202:

U{A 43Ar i1; (4q LStGi$...&il $stq;t;;it er;;,tis)
6 6 LrlU" a ons (+*U" 6 ;J.;iz-il+tt i!..-31 ... 4p u Uaa

#t 3L:$ 33 +wt,fi 'L;rtlU"
" (sesuatu yong dijamin) yaitu tagiharlpiutang ... (disyoratkan harus
berupa tagihan/piutang yang sudah ada/mengikat) pada saat aknd
(dhaman) dilolatkan.

Oleh lrsrens itu, tidak sah menjamin piutang yang belum ada

{Sementara qaul qadim menilai sah penjaminan atas sesuatu

[piutangJ yang alwn terjadi), seperti (penjaminan atas) hargo barang
yang akan dijual atau (penjaminan atas) sesuatu yang akqn
diutangkan. Hat itu karena hajat (desaknn kebutuhan) kadang
memerlukan adanya penjaminan tersebut. "

4. Pendapat Imam Ahmad:

\:'Ut'rH tA ,alta;z 4t' r eti* +p ,* 1 igJ*'031 :*1 ;rz
* ot aLJt 

rrSS rb t)4 | its .?rb# * ;i; +&i :;)Lts t5j-ila.a

*Yrr JL'ainrt,irt;3 *,*r & {P, ** *,*03
"Dsri Ahmad, ia (Ahmad) ditarrya tentang adanya syarat penjaminan
atas kewajiban bayar (tagihan) yang belum ada, apakah syarat
tersebut menjadikannya sebagai (tagihan) yang dijamin? Ahmad
menjawab, 'Orang-orang Islam terikot dengan syarat-syarat ysng
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Penerapon Prinsip Syariah dslam Petindungan Aset Investor Pasar Modal 6

merelra buot.' Jawaban ini menunjukkon bahwa tidsk odo atau
adorrya penjaminon sesuoi dengan syarat (yang disepakati), knrena
Rasulullah s.a.w. bersabda, 'Orang-orang Islam terikat dengon
syarat-syarat yang mereka buqt. "' (bn Qudamah, ol-
Mughni [8/115]).

5. Standar Syariah AAOIFI:

$.U 4 iu'ot* Uvis ,u:i3st g4k e,{a'$$s U
,i.;,,$ ai ,Jii.ilt f>tLy 1g;iirr ,# 'J$'A:a Z*9t itF. e v.+st

ti1.ts_i:tet|;r,cst *|L^A gi51 bs r(q-tA,Jr bu#.) ir ,(O#t'ou.i*)

.S:$t -bW 
Gir,girilr #e+t-r;"J-'gir Lri t

"Penjaminan atas utang ysng nilairrya belum diketahui adqlalt sah.

Demikian pula penjaminan atas utang yang akan muncul di masa
depan disertai dengan bolehnya bast penjamin untuk menarik
penjaminan tersebut sebelum utang di masa depan benar-benar
muncul dan setelah memberitohuksn (tentang penarikannya) kepada
penerima penjaminsn (al-makful lalr. Ini disebut dengan istilah
'dhaman al-suq' atant dhaman al-'uhdah'. Di antara contoh
(penjaminan atas tagihanlutang ysng belum muncul) adalah
penjaminan pengembalian uang (tsarnarl kepada pembeli jiko
ternyata barang yang dijual kepadanya adalah buknn milik penjual.
Penjaminan ini disebut dengan istilah 'dhaman al-dark'. "

(Al-Ma'ayir al-Syar'iyyah, AAOIFI, Standar no. 5 tentang
al-Dhamanat, Manama Bahrain,2015, Pasal 3l?hal. t32).

,*rLrJt ,*i * 3i )t-',i;iL'it Jf5-3 I ,rdt )& '?)ti **',4F'iH
Us.iilt,.*'iii.S *#l Un',* * A3:t btr*il\ i/",F,# #U

.rhi:;i\1J6'it,* i,Xr;J:U
"Dibolehkan bagi pihak ketiga, selain mudharib, wakil pengelolaan
investasi, atau salah satu mitra dalam akad musyarakah, untuk secara
sulrarela berkomitmen mengganti kerugian dengan (syarat) tidak ada
keterlrnitan antara komitmen penjaminannya dan qkad pembiayaan
mudharabah atsu skad wakalah bil istitsmar. "
(Al-Ma'ayir al-Syar'iyyah, AAOIFI, Standff no. 5 tentang
al-Dhamanat, Manam4 Bahrain, 2015, Pasal 61 6, hal. 1 36).

6. Peraturan Perundang-undangan dan Fatwa-fatwa DSN-MUI:

a. Peraturan Perundang-undangan

1) Undang-Undang No. 4 Tahun 2A23 tentang Pengembangan

dan Penguatan Sektor Keuangan;

2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OIK)
No. 49l?O1K.0412016 tentang Dana Perlindungan Pemodal;

3) Peraturan OJK No. 50IPOIK.A4|2016 tentang Penyelenggara

Dana Perlindungan Pemodal.
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Penerapan Prinsip Syariah dalam Pelindungan Aset lrwestar Pasar Modal 7

b. Fatwa-Fatwa DSN-MUI

1) Fatwa DSN-MUI No. 80/DSN-MUI/[I/2A11 tentang

Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan

Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek;

2) Fatwa DSN-MUI No. t24lDSN-MUyXy2018 tentang

Penerapan Prinsip Syariah dalam Pelaksanaan Layanan Jasa

Penyimpanan dan Penyelesaiat Transaksi Efek Serta

Pengelo laan Infrastruktur Investasi Terpadu;

3) Fatwa DSN MUI No. 138/DSN-\\/[UIN/202A Entang
Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Kliring, dan

Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa atas Efek Bersifat

Ekuitas di Bursa Efek-

7. Hasil Pembahasan Aspek Syariah Dana Perlindungan Pemodal
bersama Perwakilan DSN-MUI padatanggal 13 Januari 2023;

8. Hasil Pembahasan Aspek Syariah DPP bersama Perwakilan DSN-
MUI, Divisi Pasar Modal Syariah PT Bursa Efek Indonesia dan Divisi
Penelitian dan Pengembangan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
pada ZMaretZAZ},

9. Surat permohonan fatwa Aspek Syariah Dana Perlindungan Pemodal
dari Indonesia Securities Investor Protection Fund (SIPF) No. P3IEI-
250/DIR/0 623 tertanggal 9 Juni 2A23 ;

10. Hasil Rapat Silaturahmi arfiara DSN-MUI dan Indonesia SIPF pada
Rabu, 13 September 2A23 dilakafia;

I 1. Hasil Diskusi pembahasan rancangandraf fatwaantaraDsN-Mul dan
Indonesia SIPF pada 12 Oktober 2A23 di Jakartq

t2. Focus Group Discussion Tim BPH DSN-MUI bersama Indonesia
SIPF padatarrgsalzT Apnl2024 di Purwakartu JawaBarat;

13. Konsinyering Tim BPH DsN-Mulpadatanggal 7 Mei2A24 di Lebak
Bulus, lakafia;

14. Rapat Koordinasi Pimpinan Badan Pengurus dan Pimpinan Badan
Pelaksana Harian padatanggal2s Juni 2024 di Jakarta; dan

15. Pendapat dan saran peserta Rapat Pleno Dewan Syariah Nasional-
Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) pada hari Kamis, tanggal 27
Dzulhijj ah 1445 H I 4 }uli 2024 M.

MEMUTUSKAN:

FATWA TENTAFIG PEFI-ERAPAFI PRINSIP SYARIAII DALAM
PELINDUNGAI{ ASET II\MESTOR PASAR MODAL

Ketentuan Umum

Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan:

Menetapkan

Pertama
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Penerapan Prinsip Syartah dalam Pelindungan Aset Investar Pasar Modol I

1. Efek adalah surat berharga ataakontrak investasi baik dalam bentuk
konvensional dan digital atau bentuk lain sesuai dengan

perkembangan teknologi yang memberikan hak ke,pada pemiliknya
untuk secara langsung maupun tidak langsung memperoleh manfaat

ekonomis dari penerbit atau dari pihak tertentu berdasarkan

perjanjian dan setiap Derivatif atas Efeh yang rJrrpat dialihkan
dan/atau diperdagangkan di Pasar Modal.

2. Aset Investor Pasar Modal adalah Efek dan harta lain yang berkaitan

dengan Efek, dan/atau dana milik lnvestor yang dititipkan pada

Kustodian.

3. Pelindungan Aset Investor Pasar Modal adalah mekanisme untuk
melindungi Aset Investor dari kemungkinan hilang baik berupa Efek
maupun harta lain yang berkaitan dengan Efek, dan/atas dana milik
Investor yang dititipkan pada Kustodian.

4. Dana Perlindungan Pemodal (DPP) adalah kumpulan dana yang

dibentuk untuk melindungi Aset Investor dari kemungkinan hilarrg.

5. Penyelenggara DPP adalah perseroan terbatas yang mendapatkan

izin usaha untuk menyelenggarakan dan mengelola DPP.

6. Investor adalah nasabah dmi Perantara Pedagang Efek pPE) yang

mengadministrasikan rekening Efek nasabah dan Bank Kustodian

atau Pihak lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

7. Rekening Dana Nasabah (RDN) adalah rekening dana atas nama

nasabah di Bank yffitg ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan

Penyelesaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undang ffi, y ffiE
diadministrasikan oleh Perantara Pedagang Efek berdasarkan kuasa

atau instruksi dari nasabah.

8. Bursa Efek adalah penyelenggaru pasar di pasar modal untuk

transaksi yang dilaksanakan di Bursa.

9. Lembaga Kliring dan Penjaminan (LKP) adalah pihak yang

menyelenggarakan Jasa klirirrg dan/ahu penjaminan penyelesaian

transaksi Efek yang dilakukan melalui penyelenggarupasar di Pasar

Modal serta jasa lain yang dapat diterapkan untuk mendukung

kegiatan antar pasar.

10. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (LPP) adalah pihak yang:

a. menyelenggarakan kegiatan Kustodian senfral bagi bank

Kustodiarq perusahaan Efek, dan pihak lainnya; dan

b. memberikan ja*a lain yang dap#- diterapkan untuk mendukung

kegiatan antar pasar.

I 1. Anggota DPP adalah Perantara Pedagang Efek yang

mengadministrasikan rekening Efek nasabah, Bank Kustodian, dan

pihak lain yang diatur oleh perundang-undangan.
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Penerapan Prinsip Syariah dalam Pelindungan Aset Investor Pasar Modal 9

t2. Perantaru Pedagang Efek (PPE) adalah Pihak yang melakukan

kegiatan usaha jual beli Efek untuk kepentingan sendiri atau Pihak

lain.

13. Kustodian adalah pihak yang menyediakan fasilitas jasa penitipan

Efek dan harta lain yang berkaitan dengan Efek, hartayang berkaitan

dengan portofolio investasi kolekti{ serta jasa larn, termasuk

dividen, bungq dan hak lain, menyelesaikan transaksi Efeh serta

mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.

14. Bank Kustodian adalah bank umum yang memperoleh persetujuan

OJK untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Kustodian.

15. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga negara yang

independen yang mempunyai fungsi, tugas, darr wewenang

pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagairnana

dimaksud dalam undang-undang mengenai Otoritas Jasa Keuangan.

16. Iuran Keanggotaan adalah dana hibah yang disetorkan oleh anggota

DPP dengan jumlah dan mekanisme sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan.

17. Akad Hibah adalah akad pemberian dana dari Self Regulatory

Organization (SRO), yakni Bursa Efek, Lembaga Kliring dan

Penjaminan, dan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, kepada

DPP sebagai kontribusi dana awal DPP; dan pemberian dana dari
Anggota DPP kepada DPP sebagai iuran keanggotaan.

18. Akad Wakalah bi al-Ujrah adalah akad wakalah yang disertai

dengan imbalan berupa ujrah (fee).

19. Prinsip Kafalah adalah prinsip penjarrinan dari DPP (WD kepada

Anggota DPP (maffiI 'anhu) untuk kemaslahatan Investor {maffil
lahu) dalam memenuhi kewajiban Anggota DPP jika terjadi

kehilangan Aset Investor Pasar Modal.

20. Hak Subrogasi (dayn kafalah) adalah hak tagih DPP sebagai

penjamin U{artD kepada Anggota DPP (maffil anhu) atas apa yang

telah dibayarkan kepada Investor Pasar Modal (maffil lahu).

21. Dana Cadangan Ganti Rugi Investor (DCGRI) adalah dana yffig
disisihkan oleh Penyelenggaru DPP untuk melindungi Aset Investor

dari kemungkinan hilang.

Ketenfuan Hukum

Pelindungan Aset Investor Pasar Modal boleh dilalcukan dengan syarat

sesuai prinsip syariah sebagaimana ketentuan yang terdapat dalam fatwa

ini.

Ketentuan DPP

1. DPP diadministrasikan dan dikelola oleh Penyelenggara DPP;

Kedua
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Keempat

Kelima

2. DPP hanya boleh digunakan untuk melindungi Aset Investor sesuai

dengan peraturan perundang-undangan;

3. DPP merupakan kumpulan dana yang bersumber dari:

a. kontribusi dana awal dari Bursa Efek, LKP, dan LPP;

b. iuran keanggotaan;

c. dana yang diperoleh dari Kustodian sebagai pengganti dari
Investor sebagai pelaksanaan hak subrogasi (Hasil tagih atas hak
subrogasi);

d. hasil investasi DPP yang tidak bertentangan dengan prinsip
syariah; dan

e. sumber lain yang ditetapkan oleh Otoritas berwenang dan tidak
bertentangan dengan prinsip syariah.

4. DPP digunakan untuk memberikan ganti rugi kepada Investor atas

hilangnya Aset Investor tetapi tidak mencakup nilai kerugian atas

perkiraan hasil investasi masa mendatang.

Ketentuan Subjek Hukum

Subjek hukum dalam Pelindungan Aset Investor Pasar Modal adalah:

1. DPP;

2. Anggota DPP; dan

3. Investor.

Ketentuan Pelindungan Aset Investor Pasar Modal

1. Keanggotaan DPP bagi Kustodian dan PPE bersifat wajib
berdasarkan ketentuan peraturan penrndang-undangan yang tidak
melanggar prinsip syariah;

2. Pelindungan Aset Investor Pasar Modal diselenggarakan dengan

Prinsip Kafalah;

3. Unsur-unsur dalam Pelindungan Aset Investor Pasar Modal:

a. DPP sebagai penjamin (kofil);

b. Anggota DPP sebagai terjamin (maffil 'anhu);

c. Investor sebagai penerima jaminan (makful lahu);

d. Aset Investor sebagai objek penjaminan(makful 'alaillbihi).

4. Kewajiban dan Hak Para Pihak:

a. DPP:
l) Berkewajiban melakukan penyelenggaruan, pengelolaan,

dan pengadministrasian DPP dalam rangka Pelindungan Aset
Investor Pasar Modal.

2) Berkewajiban untuk membayarkan klaim atas Pelindungan
Aset Investor Pasar Modal apabila lnvestor memenuhi
kriteria layak dibayar berdasarkan keputusan OJK.
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Keenam

3) Berhak untuk tidak membayarkan klaim atas Pelindungan
Aset Investor Pasar Modal apabila Investor memenuhi
kriteria tidak layak dibayar.

b. Anggota DPP:

1) Berkewajiban melakukan pembayarun Iuran Keanggotaan
dan kewajiban lainnya yang ditetapkan.

2) Berhak mendapatkan Pelindungan Aset Investor Pasar

Modal bagi paru nasabah Anggota DPP yang memenuhi
kriteria.

c. Investor:

1) Berkewajiban memenuhi persyaratan administrasi dalam
penyampaian permohonan klaim secara tertulis kepada
Penyelenggaru DPP.

2) Berhak mendapatkan pelindungan atas hilangnya aset

Investor.

5. Aset Investor yang dilindungi oleh DPP meliputi Efek dan harta lain
terkait Efek yang berada dalam penitipan kolektif di LPP danlatau

Dana Investor pada RDN yang tidak bertentangan dengan prinsip

syariah.

6. Dalam hal DPP sebagai penjamin telah melakukan pembayaran

klaim atas penjarninan maka DPP memiliki hak tagih (dain kafolah)
kepada Anggota DPP berdasarkan prinsip Subrogasi.

7 . Sumber pembayaran klaim hanya berasal dari DPP dan/atauDCGRI.

Ketentuan tentang Pengelolaan DPP

1. Pengelolaan DPP merupakan kewenangan OJK yang dimandatkan

kepada Penyelenggara DPP.

2. Pengelolaan dan pengadministrasian DPP oleh penyelenggara DPP

harus dilakukan sesuai dengan prinsip syariah dan peraturan

perundang-undangan1,

3. Pengelolaan DPP menggunakan akad Wakolah bil Ujrah;

4. Penyelenggara DPP berhak mendapatkan imbalan atas jasa

pengelolaan investasi DPP sesuai dengan prinsip syariah dan

peraturan perundang-undangan ;

5. Hasil investasi DPP setelah dikurangi imbalan atas jasapengelolaan,

wajib ditambahkan ke dalam DPP;

6. Pembayarar ganti rugi kepada Investor hanya boleh dilakukan
setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan;

7. Ganti rugi kepada Investor diberikan dalam bentuk dana sebesar

nilai Aset Investor yang hilang atau sebesar nilai maksimum ganti

rugi dari segi Investor dan dari segi Kustodian sesuai peraturan

perundang-undangan;
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Ketujuh

Kedelapan

8, Kesesuaian alokasi penempatanDPP dalam instrumen syariah harus

diawasi oleh Komite Investasi Penyelenggara DPP dan dilaporkan
secara berkala kepada DSN-MUI.

Penyelesaian Perselisihan

Penyelesaian sengketa wajib dilakukan sesuai dengan prinsip syariah

dan peraturan perundang-undangan yang berlaku:

a. melalui musyawarah mufakat,

b. melalui lembaga penyelesaian sengketa, antara lain melalui Badan
Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) dan Pengadilan Agama
apabila musyawarah mufakat tidak terc apai.

Ketentuan Penutup

Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan disempurnakqn

sebagaimana mestinya jika di kemudian hari ternyata terdapat

kekeliruan.
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Pada Tanggal

: Iakarta
: 27 Dzulhiiiah 1445 H

K.H. AhIWAR ISKAiYDAR

4 Juli 2024 M

DR. H. AMIRSYAH TAMBUNAhI

DEWAN SYARIAH NASTONAL- fl

MAJELIS ULAMA INDONE SIA/''I
's"k rtu.ir,

D ew an Sy ar iah N as ional - Maj e li s U ama Indone s i a

t
c


